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ABSTRAK 
 
Gracia Weningayu Dradjad. 2019. E0015169. TINJAUAN HUKUM 
SERTIFIKAT GURU SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN DI BANK 
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA. Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Seiring dengan kebutuhan akan dana saat ini kian meningkat, bank 
menyediakan solusi dengan menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang 
tentunya mensyaratkan adanya suatu agunan untuk meminimalisir timbulnya 
kerugian. Perkembangan terkini, jaminan tidak terbatas pada yang sudah diatur 
undang-undang seperti gadai, fidusia, hak tanggungan maupun borgtocht, namun kini 
terdapat benda lain yang dapat dijaminkan seperti sertifikat guru. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dari sertifikat 
guru sebagai agunan ditinjau dari hukum jaminan di Indonesia dan dasar pemberian 
pembiayaan dengan sertifikat guru serta hambatan yang dialami dalam 
pelaksanaannya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta.  
 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan 
pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang 
diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta terhadap legal admin dan beberapa nasabah, kemudian data sekunder 
berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 
berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan 
dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan 
mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, 
menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya.   
 Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa sertifikat guru yang diagunkan di 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam golongan 
surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak berwujud yang tidak 
memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dijaminkan, namun demikian 
penggunaannya sebagai benda jaminan kian efektif dalam praktik. Dasar pemberian 
pembiayaan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta dengan 
agunan sertifikat guru adalah adanya rasa keyakinan dan kepercayaan kepada 
nasabah. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi kenakalan nasabah 
yang mengalihkan profesi guru ke rekening yang baru, tunjangan profesi yang tidak 
turun dikarenakan nasabah yang meninggal dunia atau dicabut haknya, dan terlambat 
turunnya tunjangan profesi. 
 
Kata Kunci: Pembiayaan; Agunan; Sertifikat Guru. 	
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ABSTRACT 
 
Gracia Weningayu Dradjad. 2019. E0015169. LEGAL REVIEW OF TEACHER 
CERTIFICATE AS A COLLECTION IN FINANCING IN SYARIAH SOCIETY 
FINANCING BANK DANA MULIA SURAKARTA. Legal Writing. Faculty of Law 
Sebelas Maret University. 
 
 As the need for funds is currently increasing, the bank provides a solution 
by providing credit or financing facilities which of course requires a collateral to 
minimize losses. Recent developments, guarantees are not limited to those that have 
been regulated by law such as pawning,  fiduciary, mortgage right and borgtocht, but 
now there are other objects that can be guaranteed such as teacher certificates 
 This research aims to determine the legal construction of teacher 
certificates as collateral in terms of guarantee law in Indonesia and the basis for 
providing funding with teacher certificates and obstacles experienced in its 
implementation in Syariah Society Financing Bank Dana Mulia Surakarta. 
  This research is empirical legal research that is descriptive, with a 
qualitative approach. The research data source consists of primary data, namely data 
obtained directly in the field by interviewing BPR Syariah Dana Mulia Surakarta’s 
legal admin and several customers, then secondary data comes from the study of 
official documents, books, research results in the form of reports. Data collection 
techniques used are field studies and literature, then the data analysis technique used 
is to collect data and then do the reduction or processing of data, resulting in data 
presentation and so on conclusions or verifications are taken.  
 The results of this study, it is known that teacher certificates pledged in 
Syariah Society Financing Bank Dana Mulia Surakarta are included in the category 
letters of value and are intangible-movable objects that do not qualify as objects that 
can be guaranteed, however their use as collateral is effective in practice. The basis 
for the financing by Syariah Society Financing Bank Dana Mulia Surakarta with 
collateral for teacher certificates is a sense of confidence and trust in customers. 
Constraints experienced in its implementation include customer delinquency that 
diverts his professional allowance to new bank accounts, professional allowances 
that do not decrease due to customers who have died or revoked their rights, and the 
professional allowance is given latety. 
 
Keyword: Financing; Collateral; Teacher Certificate. 
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MOTTO 
 
“Positive, progressive, productive” 
 
 
“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan 
bersorak-sorai” 
(Mazmur 126 : 5) 
 
 
“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.” 
(Amsal 23 : 18) 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Dewasa ini keperluan akan dana sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan 
maupun untuk melakukan kegiatan ekonomi sangat diperlukan. Kebutuhan dana 
tersebut terus meningkat seiring dengan meningkatnya penawaran pasar. Seperti 
diketahui, tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai kemampuan dana 
yang sama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun untuk melakukan 
kegiatan usaha. Biasanya di dalam masyarakat ada sebagian yang mempunyai 
kelebihan dana tetapi ada juga sebagian masyarakat yang kekurangan dana. 
Keadaan  tersebut  di  atas  kemudian  menimbulkan  hubungan antara pihak yang 
kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, mereka mengadakan 
kesepakatan untuk melakukan pinjam meminjam dana, dan kesepakatan tersebut 
merupakan awal dari lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang atau biasa 
disebut perjanjian utang piutang. 
Pada saat ini, perbankan hadir di tengah masyarakat menawarkan berbagai 
produk dan jasa yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman 
dana. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank yang tercantum dalam Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur 
dana masyarakat. Dari penjelasan tersebut tercermin fungsi bank sebagai pihak 
perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan 
pihak-pihak yang memerlukan dana (lacks of funds), antara lain melalui 
pemberian kredit atau pembiayaan. 
Pemberian kredit atau pembiayaan diawali dengan adanya kesepakatan 
antara kedua belah pihak untuk melakukan hubungan hukum yaitu utang-piutang 
yang kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit. Dalam perjanjian 
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kredit memuat beberapa klasula seperti para pihak, besarnya kredit yang 
diberikan, juga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang lahir dari adanya 
perjanjian tersebut, yaitu bank  mempunyai  kewajiban  untuk  menyerahkan dana 
yang dijanjikannya kepada nasabah dengan hak untuk menerima kembali dana 
yang dipinjamkan  tersebut  dari nasabah  pada  waktu  yang  telah  ditentukan 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan nasabah mempunyai hak 
untuk menerima dana yang dijanjikan oleh bank serta mempunyai kewajiban  
untuk  memenuhi  pengembalian  dana  sesuai  kesepakatan  kedua belah pihak 
dalam tempo tertentu. 
Permasalahan biasanya  baru akan timbul  apabila  nasabah lalai atau bahkan 
tidak mampu untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya dari pihak bank. 
Cidera janji (wanprestasi) dari pihak nasabah dapat terjadi karena beberapa 
faktor seperti faktor kondisi ekonomi maupun faktor karakter dari nasabah itu 
sendiri yang tidak dapat diprediksi. Keadaan demikian tentunya akan 
menimbulkan kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi bank terhadap 
pengembalian uang yang telah dipinjamkannya, karena hal tersebut tentu akan 
berpengaruh terhadap pengelolaan dana bank hingga kesehatan bank. Untuk 
mencegah hal tersebut biasanya pihak bank akan meminta jaminan yang layak 
kepada nasabah atas utang nasabah tersebut dengan harapan bank mendapat 
pengembalian atas piutangnya. 
Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga  
jaminan  dapat  diartikan  sebagai  tanggungan (Oey Hoey Tiong, 1985: 13). 
Jaminan dalam dunia perbankan sering disebut sebagai agunan. Jaminan dan 
agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan 
dan memiliki kaitan erat dengan utang piutang. Pada dasarnya jaminan 
merupakan kebutuhan dari pihak bank untuk mengurangi risiko kerugian 
seandainya nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya yang timbul dari 
perjanjian utang-piutang. Bank dapat memaksakan pembayaran atas kredit atau 
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pembiayaan yang telah diberikannya tersebut dengan jalan melakukan eksekusi 
terhadap benda jaminan tersebut. 
Pasal 1131 KUHPerdata menentukan suatu kewajiban bagi debitur untuk 
memberikan jaminan kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa 
adanya jaminan yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan 
debitur baik yang telah ada maupun yang akan ada secara otomatis menjadi 
jaminan ketika orang tersebut membuat perjanjian utang meskipun hal tersebut 
tidak dinyatakan secara tegas dalam perjanjian (Riky Rustam, 2017: 41). 
Berdasarkan keterangan di atas, jaminan umumnya digolongkan menjadi 2 
(dua) kelompok yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum tidak 
memberikan batasan dalam hal benda apa saja yang dapat dijaminkan, melainkan 
menyebutkan bahwa segala kebendaan debitur baik yang sudah ada maupun 
yang akan ada, baik bergerak maupun tidak bergerak, dijadikan jaminan atas 
perikatannya. Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa barang-barang 
tersebut menjadi jaminan terhadap semua kreditor, sehingga posisi kreditor 
pemegang jaminan umum hanyalah sebagai kreditor konkuren. Kekurangan 
jaminan umum tersebut disempurnakan dengan adanya jaminan khusus yang 
memposisikan kreditornya sebagai kreditor preferen. Dalam kredit atau 
pembiayaan di bank, biasanya yang sering digunakan sebagai jaminan adalah 
jaminan khusus yang didalamnya meliputi jaminan kebendaan dan jaminan 
perseorangan. Dengan jaminan kebendaan, bank dapat meminta benda-benda 
tertentu milik nasabah. Pembebanan benda sebagai jaminan dapat dilakukan 
melalui gadai, fidusia, hipotek, maupun hak tanggungan. Jaminan perseorangan 
terjadi dengan cara kreditor meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan 
kedudukan debitur dalam membayar utangnya. Jaminan ini dapat dilakukan 
melalui perjanjian penanggungan seperti borgtocht, corporate guarantee dan 
garansi bank. 
Pada perkembangan terkini, ternyata bank dalam menerima jaminan atas 
kredit atau pembiayaannya tidak terbatas pada jaminan-jaminan yang disebutkan 
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di atas. Beberapa tahun terakhir mulai muncul penjaminan SK kerja sebagai 
jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit pada bank. Proses peminjaman kredit 
dengan menggunakan SK kerja dirasa akan lebih mudah. Dari sisi pembayaran 
cicilan sebab pihak bank akan langsung melakukan pemotongan sejumlah cicilan 
hutang kredit tersebut melalui gaji bulanan karyawan yang bersangkutan. 
(https://www.cermati.com/artikel/cari-pinjaman-dengan-jaminan-sk-kerja-ini-
daftar-produknya, diakses pada 28 Februari 2019 pukul 9.00). Tak terbatas pada 
SK kerja, kini bank juga menerima sertifikat pendidik yang terdiri dari sertifikat 
guru dan sertifikat dosen sebagai jaminan. Seperti halnya di Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta (selanjutnya disebut BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta) yang mau menerima sertifikat guru sebagai agunan atas 
pembiayaan yang diberikan. Bahkan hingga saat ini, sudah tercatat sekitar 500 
(lima ratus) sertifikat guru yang digunakan sebagai agunan atas pembiayaan 
musyarakah, murabahah dan ijarah. 
Pemberian sertifikasi pendidik kepada guru sebagai pengakuan bahwa yang 
bersangkutan telah memenuhi kriteria sebagai guru yang professional (Arie 
Supriyatno, dkk, 2016: 174). Sertifikat pendidik yang tidak memiliki nilai 
ekonomis bagi orang lain dan hanya memiliki nilai bagi pemiliknya saja bila 
dijadikan sebagai sebuah jaminan tentu akan mengalami sebuah kesulitan dalam 
eksekusinya, namun dalam praktik terdapat kesenjangan keadaan dimana 
penggunaan sertifikat pendidik sebagai jaminan sangat efektif. 
Berdasarkan paparan singkat di atas penulis melakukan penelitian dan 
penulisan dengan judul Tinjauan Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan dalam 
Pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
penulis menyusun sebuah rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, 
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dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang di bahas 
dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah bentuk hukum sertifikat guru yang dijadikan agunan dalam 
pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta  ditinjau dari hukum 
jaminan di Indonesia?  
2. Apakah dasar pemberian pembiayaan dengan agunan sertifikat guru dan 
hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian adalah sesuatu yang hendak dicapai oleh penulis dalam 
penulisan hukum ini, dibagi menjadi dua, yakni tujuan objektif dan tujuan 
subjektif. Tujuan objektif berasal dari  tujuan penelitian itu sendiri sedangkan 
tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan dari 
penelitian hukum ini, antara lain: 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui bentuk hukum dari sertifikat guru yang dijadikan agunan 
dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta ditinjau dari 
hukum jaminan di Indonesia. 
b. Mengetahui dasar pemberian pembiayaan dengan agunan sertifikat guru 
dan hambatan apa saja yang dialami dalam pelaksanaannya di BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pemahaman serta 
kemampuan penulis di bidang Hukum Perdata, khususnya hukum jaminan 
yang menyangkut penggunaan sertifikat guru sebagai agunan pembiayaan 
atau kredit di bank. 
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b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat 
memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan bagi masyarakat 
umum serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
di bidang hukum. 
c. Memperoleh bahan hukum primer dan sekunder sebagai bahan penulisan 
hukum (skripsi) guna melengkapi persyaratan akademis untuk 
memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Penulis berharap dengan adanya suatu penelitian diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang 
dapat diperoleh dari penulisan hukum ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
Manfaat teoritis adalah manfaat dari penulisan hukum yang bertalian 
dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat teoritis dari rencana penulisan 
ini sebagai berikut: 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada 
umumnya dan Hukum Jaminan pada khususnya. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya bahan 
referensi serta literatur di bidang karya ilmiah penulisan Ilmu Hukum, 
kemudian menjadi bahan masukan dan acuan bagi penelitian-penelitian 
sejenis di kemudian hari. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan 
pada pihak BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dalam memberikan 
pembiyaan dengan jaminan sertifikat guru. 
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b. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
c. Membantu memberikan masukan berupa tambahan ilmu pengetahuan 
terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, 
juga kepada pihak lain yang berminat. 
 
E. Metode Penelitian 
 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (social legal research) 
untuk mengetahui keadaan yang terjadi di dalam praktik.   Penelitian hukum 
empiris adalah penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika dan 
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa 
gejala sosial tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu juga diadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial tersebut untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala 
yang bersangkutan. Pada penulisan sosiologis atau empiris, maka yang 
diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 
penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian 
data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 
2014:52). 
Dalam tulisan ini penulis akan mendeskripsikan tentang penggunaan 
sertifikat guru sebagai agunan dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta beserta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. 
2. Sifat penelitian 
Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin 
mengenai masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 
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memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 
gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa, agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru 
(Soerjono Soekanto, 2010:32) 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif adalah suatu tata 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu data yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku 
yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 2010:51). Peneliti  harus dapat menentukan data atau bahan 
hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang 
diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak 
relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga dalam 
analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas 
data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan 
hukum yang berkualitas saja. 
4. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun 
penelitian ini supaya mendapat data yang akurat yaitu di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta yang beralamat di Jalan Agus Salim Nomor 10, Sondakan, 
Laweyan, Kota Surakarta. 
5. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
       Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atas fakta yang 
secara langsung diperoleh dari penelitian, baik secara observasi maupun 
wawancara terhadap responden yang diteliti. Data primer menurut 
Soerjono Soekanto adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara 
langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh 
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melalui wawancara yang berupa keterangan atau fakta-fakta atau juga 
bisa disebut dengan data yang diperoleh dari sumber yang sama 
(Soerjono Soekanto, 2014:12). 
  Sumber data primer mencakup para pihak dan lokasi yang terkait 
secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan 
di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dengan melakukan wawancara 
dengan: 
1) Ibu Siti Umi Salamah, S.E. selaku legal admin di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta.  
2) Ibu Dwi Rinawati, selaku guru di SMP Negeri 2 Klaten yang menjadi 
nasabah pembiayaan dengan sertifikat guru di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta. 
3) Bapak Suliyo, selaku guru di SD Negeri Parang Gupiro, Wonogiri 
yang menjadi nasabah pembiayaan dengan sertifikat guru di BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta. 
b. Data Sekunder  
  Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari 
keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak 
langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2014:12). 
6. Teknik Pengumpulan Data 
     a. Studi Lapangan 
Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara dan 
metode turun secara langsung ke lapangan (objek penelitian) untuk 
memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian. Hal tersebut 
dilakukan dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya 
jawab langsung dengan Ibu Siti Umi Salamah, Ibu Dwi Rinawati dan 
Bapak Suliyo. 
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b. Studi Kepustakaan 
Untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan studi kepustakaan 
yang diperoleh melalui berbagai macam literatur, buku, makalah/artikel, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian 
terdahulu, jurnal ilmiah, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2010:12). 
7. Teknik Analisa Data 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang 
bersifat kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, 
yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga 
perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Data yang 
diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan 
reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya 
diambil kesimpulan/ verifikasinya. Hal ini dilakukan saling menjalin dengan 
proses pengumpulan data (HB. Sutopo, 2002 : 96). 
 
 
Sumber:http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10675/g.%
20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y 
Gambar 1. Teknik analisis data kualitatif 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
 
Sistematika penulisan hukum dilakukan guna memberikan gambaran, 
penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang 
akan dirumuskan sesuai dengan kaidah atau aturan baku penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum (skripsi) terdiri dari 4 (empat) bab, tiap 
bab terbagi dari beberapa sub-bab yang dimaksudkan untuk mempermudah 
pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Keseluruhan sistematika 
penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam 
penyusunan penulisan hukum ini. 
BAB II :   TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dipaparkan dua sub bab berisi kerangka teori dan 
kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi tinjauan umum mengenai 
jaminan, sertifikat pendidik, perbankan syariah, dan akad 
pembiayaan dalam perbankan syariah. Kerangka pemikiran memuat 
sebuah bagan menghubungkan antara latar belakang, permasalahan, 
dan kajian teori sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi 
jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum. 
BAB II :   PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil 
yang diperoleh dari proses meneliti. Bab ini memberikan uraian 
jawaban sistematis mengenai permasalahan antara lain 
bagaimanakah bentuk hukum sertifikat guru yang dijadikan agunan 
dalam pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta ditinjau 
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dari hukum jaminan di Indonesia serta apakah dasar pemberian 
pembiayaan dengan agunan sertifikat guru dan hambatan apa saja 
yang dihadapi dalam pelaksanaannya di BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta. 
BAB IV :   PENUTUP 
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang dapat 
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, 
serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak 
yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Sertifikat Pendidik 
a. Pengertian Sertifikat Pendidik 
Berdasarkan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen, selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen, 
sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan 
kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam undang-undang 
tersebut dijelaskan pula yang dimaksud dengan sertifikasi adalah proses 
pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. 
Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai tenaga profesional, 
sedangkan sertifikasi guru adalah suatu proses pemberian pengakuan 
bahwa seorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan 
pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi 
yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2007:3). 
b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru 
Sertifikasi guru bertujuan untuk : 
(https://www.pgribojonegoro.org/maksud-dan-tujuan-sertifikasi-
guru.html, diakses pada 19 Februari 2019) 
1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 
pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 
3) Meningkatkan martabat guru. 
4) Meningkatkan profesionalitas guru. 
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Adapun manfaat yang nantinya akan dirasakan setelah sertifikasi guru 
dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut : 
1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, 
yang dapat merusak citra profesi guru. 
2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 
berkualitas dan tidak profesional. 
3) Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan 
jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. 
4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan 
internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-
ketentuan yang berlaku. 
5) Meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi. 
c. Cara Memperoleh Sertifikat Guru 
Cara memperoleh sertifikat pendidik khususnya bagi guru tertuang 
dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 
tentang Guru. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program 
pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 
memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan 
ditetapkan oleh pemerintah. Program pendidikan profesi sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah 
memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 
Mendapatkan sertifikat guru dilakukan melalui program Pendidikan 
Profesi Guru (PPG) ataupun Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru 
(PLPG). Perbedaan keduanya terletak pada masa studi dan gelar yang 
didapat. Guru yang mengajar sampai dengan bulan Desember 2015 
mengikuti proses sertifikasi guru melalui pola PLPG, Portofolio dan PPG 
dalam jabatan. Pelaksanaan sertifikasi guru sampai dengan tahun 2017 
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dilaksanakan menggunakan pola Portofolio dan PLPG. Mulai Tahun 2018 
pelaksanaan sertifikasi menggunakan pola PPG (Pendidikan Profesi Guru) 
dalam jabatan. Bagi guru yang diangkat mulai tahun 2016 mengikuti pola 
PPG pra jabatan (http://www.infoketenagaan.com/2017/11/perbedaan-
ppg-dengan-plpg.html, diakses pada 13 Oktober 2018, pukul17:01). 
 
 
Sumber: http://www.infoketenagaan.com/2017/11/perbedaan-ppg-dengan-
plpg.html 
Gambar 2. Kelompok Guru dan Pola Sertifikasi 
 
2. Tinjauan tentang Jaminan 
a. Pengertian dan Klasifikasi Benda 
Benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum 
dengan hak milik, baik berupa benda yang berwujud (barang) maupun 
benda tidak berwujud yaitu hak (Rachmadi Usman, 2016: 38). 
Kata zaak (benda) yang digunakan dalam Pasal 499 KUHPerdata 
merupakan kata yang memiliki makna lebih luas dibandingkan kata goed 
(barang). Zaak tidak hanya bermakna barang yang berwujud (goed), akan 
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tetapi juga mengacu kepada benda yang tidak berwujud yaitu berupa hak-
hak tertentu dari seseorang (Riky Rustam, 2017: 2). 
Klasifikasi benda yang relevan kaitannya dengan jaminan dan 
hukum jaminan adalah benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 
KUHPerdata) serta benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504 
KUHPerdata) 
1) Benda berwujud dan tidak berwujud 
Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dirasakan 
oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda yang tidak 
berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang 
memiliki wujud (Riduan Syahrani, 1989: 116). 
2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak 
Benda bergerak dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 
a) Berdasarkan sifatnya (Pasal 509 KUHPerdata) 
 Benda yang karena sifat dari benda itu dapat berpindah atau 
dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. 
b) Berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata) 
Benda-benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud 
yang oleh ketentuan undang-undang ditentukan sebagai benda. 
Misalnya hak pakai hasil, hak atas bunga-bunga yang 
diperjanjikan, perikatan-perikatan atau tuntutan-tuntutan 
mengenai jumlah uang tertentu yang dapat ditagih, saham-saham, 
dan surat-surat berharga. 
Sedangkan benda tidak bergerak dibedakan menjadi 3 (tiga) 
kelompok, yaitu: 
a) Berdasarkan sifatnya (Pasal 506 KUHPerdata) 
Benda yang karena sifat dari benda tersebut tidak dapat berpindah 
atau dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. 
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b) Berdasarkan peruntukannya atau tujuannya (Pasal 507 
KUHPerdata) 
Semua benda yang melekat dengan tanah atau bangunan 
meskipun tidak bersifat permanen, dengan tujuan untuk mengikuti 
tanah atau bangunan itu untuk waktu yang lama, misal mesin 
dalam pabrik. 
c) Berdasarkan ketentuan undang-undang (Pasal 508 KUHPerdata) 
Benda-benda baik berwujud maupun yang tidak berwujud yang 
oleh ketentuan undang-undang ditentukan sebagai benda tidak 
bergerak, umumnya berbentuk hak-hak atas benda yang tidak 
bergerak, hak memakai atas benda tidak bergerak, dan benda-
benda yang dapat dibebani dengan hipotek. 
b. Hak Kebendaan dan Hak Perseorangan 
Hak kebendaan diatur dalam Buku Kedua KUHPerdata. Hak 
kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung terhadap 
suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun yang bermaksud 
mengganggu hak itu. 
Hak perseorangan adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. 
Hak ini lahir ketika seseorang melakukan hubungan hukum dengan pihak 
lain yang mengakibatkan timbulnya suatu perikatan diantara orang-orang 
tersebut.  
c. Pengertian Jaminan 
Pengertian jaminan dapat ditemukan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, 
yang menyebutkan bahwa jaminan adalah “Segala kebendaan milik si 
berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 
sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” 
Menurut H. Salim HS., jaminan merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda, yaitu zekerheid atau cautie. Zekerheid atau cuautie  mencakup 
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secara umum cara-cara kreditor menjamin dipenuhinya tagihannya, 
disamping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. 
M. Bahsan menyebutkan bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang 
diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang 
piutang dalam masyarakat. 
d. Klasifikasi Jaminan 
1) Jaminan Umum 
Jaminan umum meliputi segala kebendaan milik si berutang, baik 
yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun 
yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatan perseorangan. Dalam jaminan umum, semua kreditor 
memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelunasan atas 
piutangnya. 
2) Jaminan Khusus 
Jaminan khusus lahir untuk mengurangi risiko yang mungkin 
terjadi pada jaminan umum. Kedudukan kreditor pun berubah menjadi 
kreditor preferen karena memiliki hak untuk didahulukan. 
a) Khusus kebendaan 
(1) benda bergerak, contohnya seperti gadai, jaminan fidusia, resi 
gudang. 
(2) benda tidak bergerak, contohnya seperti hipotik dan hak 
tanggungan 
b) Khusus perorangan, contohnya seperti borgtocht. 
e. Pengertian Hukum Jaminan 
J. Satrio mengartikan hukum jaminan sebagai peraturan hukum yang 
mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap 
seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang 
mengatur tentang jaminan piutang seseorang ( J. Satrio, 2007:3). 
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Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum 
jaminan mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian 
fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai 
jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan 
kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri 
maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, 
kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, 
besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah. 
Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau 
berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman 
uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku saat ini (M. Bahsan, 2012:3).  
 
3. Tinjauan tentang Perbankan Syariah 
a. Pengertian Perbankan dan Bank 
Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 
yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dibedakan menjadi 
bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dalam penjelasan 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) adalah bank yang 
menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan 
jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan 
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Rakyat. Perbedaan keduanya terletak pada: 
Aspek Bank Syariah Bank Konvensional 
Hukum Syariah Islam berdasarkan 
Al-Qur’an dan Hadist dan 
fatwa ulama (MUI) 
Hukum positif yang 
berlaku di Indonesia 
(Perdata dan Pidana). 
Investasi Jenis usaha yang halal saja Semua bidang usaha 
Orientasi Keuntungan (profit 
oriented), kemakmuran, dan 
kebahagian dunia akhirat 
Keuntungan (profit 
oriented) semata 
Keuntungan Bagi hasil Dari bunga 
Hubungan Nasabah 
dan Bank 
Kemitraan Kreditor dan debitur 
Keberadaan Dewan 
Pengawas 
Ada Tidak ada 
Sumber : https://www.maxmanroe.com/perbedaan-bank-syariah-dan-
bank-konvensional.html, diakses pada 21 Desember 2018, pukul 10:06. 
Tabel 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah 
b. Pengertian Perbankan Syariah 
Perbankan Syariah di Indonesia saat ini sudah memiliki peraturan 
yang jelas yaitu terdapat dalam UU Perbankan Syariah. Perbankan Syariah 
adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit 
Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 
c. Pengertian Bank Syariah 
Berdasar Pasal 1 UU Perbankan Syariah, pengertian bank Syariah 
adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip 
Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah 
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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d. Kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Berdasarkan Pasal 21 UU Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: 
1)  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: 
a) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu 
berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan 
dengan Prinsip Syariah; dan 
b) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang 
dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau 
Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. 
2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 
a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau 
musyarakah; 
b) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’; 
c) Pembiayaan berdasarkan Akad qardh; 
d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak 
kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan 
e) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah; 
3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan 
berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad 
mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan 
Prinsip Syariah; 
4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 
kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, 
dan UUS; dan 
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5)  Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah 
lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan 
Bank Indonesia. 
4. Tinjauan tentang Akad Pembiayaan 
a. Pengertian Akad 
Akad dalam UU Perbankan Syariah dinyatakan sebagai kesepakatan 
tertulis antara bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain 
yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai 
dengan prinsip syariah yang menimbulkan hak dan kewajiban. 
b. Pengertian Pembiayaan 
Pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah 
adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah 
dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip 
bagi hasil; penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 
berupa:  
1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah; 
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 
bentuk ijarah muntahiya bittamlik; 
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan 
istishna’; 
4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qardh; dan 
5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 
multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayain dan/atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Sholahuddin, 2011: 
126).  
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Sedangkan pengertian lembaga pembiayaan berdasarkan Pasal 1 
angka 1 Peraturan Presiden Nomor  9 Tahun 2009 tentang Lembaga 
Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan 
dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 
c. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah 
Pembiayaan menurut tujuannya: (https://perpuskampus.com/jenis-
pembiayaan/, diakses pada 9 November 2018, pukul 10:20). 
1) Pembiayaan Investasi 
 Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk 
memperoleh keuntungan dikemudian hari. Pembiayaan investasi, yaitu 
pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau 
pengadaan barang konsumtif (Rahmat Ilyas, 2015: 194). 
 Akad yang biasa diterapkan dalam jenis pembiayaan ini 
adalah akad murabahah dan akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT). 
Pembiayaan akad murabahah adalah pembiayaan jual beli suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada 
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) 
sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak (Sholahuddin, 
2011: 126).  
2) Pembiayaan Modal Kerja 
 Pembiayaan modal kerja yaitu yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan: 
a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitif, yaitu jumlah hasil 
produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau 
mutu produksi; dan 
b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari 
suatu barang. Pembiayaan ini biasanya untuk kebutuhan upah 
kerja, biaya bahan baku dan lain-lain. 
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 Akad yang biasa digunakan dalam pembiayaan ini adalah 
mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan akad mudarabah (Qiradh) 
merupakan akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, lembaga 
keuangan (syariah atau LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan 
pihak kedua bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi 
antara mereka sesuai kesepakatan dituangkan dalam kontrak 
(Sholahuddin, 2011: 126). 
 Pembiayaan akad musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan 
akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 
dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 
ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersaman 
sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah ini memiliki 
keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan baik dalam berbagi 
keuntungan maupun risiko kerugian (Sholahuddin, 2011: 126). 
3) Pembiayaan Konsumtif 
  Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk 
keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha. Akad yang biasa 
diterapkan dalam pembiayaan ini adalah akad pembiayaan murabahah, 
misal untuk pembelian rumah dan kendaraan bermotor. Selain itu ada 
pembiayaan akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas 
suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), 
tapi diikuti dengan pemindahan pemilikan barang itu sendiri 
(Sholahuddin, 2011: 126). 
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B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Kerangka pemikiran 
 
Keterangan: 
 Kerangka pemikiran ini akan mencoba menjelaskan alur penulis dalam 
menganalisis, menjabarkan, serta meneliti terhadap permasalahan yang dikaji. 
Bermula dari adanya hubungan hukum antara pihak BPR Syariah Dana Mulia 
di Surakarta dengan nasabah berupa utang piutang. Kemudian dibuat akad 
pembiayaan sesuai dengan guna pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan yang 
sering dibuat di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dapat berupa akad 
murabahah, musyarakah, dan ijarah. 
Nasabah (Guru dan 
Dosen) 
BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta 
Akad Pembiayaan 
(murabahah, musyarakah, 
dan ijarah) 
Jaminan sertifikat 
 guru 
Bentuk hukum 
ditinjau dari hukum 
jaminan di Indonesia 
Dasar pemberian pembiayaan 
dan hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan 
Hubungan	hukum	
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 Dalam sebuah akad pembiayaan, biasanya disertakan sebuah agunan 
untuk menjamin para nasabah memenuhi kewajibannya mengembalikan dana 
yang dipinjamkan oleh bank. Umumnya jaminan yang diberikan berupa 
jaminan fidusia, hak tanggungan, gadai, hipotek, maupun borgtocht. Pada kasus 
kali ini, yang dijadikan sebagai agunan adalah sertifikat guru.  
 Sertifikat pendidik pada dasarnya merupakan sebuah surat atau akta 
yang tidak dapat diperjualbelikan namun BPR Syariah Dana Mulia Surakarta 
tetap menerima sertifikat guru sebagai agunan atas sebuah pembiayaan. Oleh 
sebab itu penulis ingin menggali bentuk hukum sertifikat guru ditinjau dari 
hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. 
 Kemudian penulis ingin mengkaji mengenai dasar bagi BPR Syariah 
Dana Mulia Surakarta dalam memberikan pembiayaan dengan agunan sertifikat 
guru dan hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk Hukum Sertifikat Guru yang Dijadikan Agunan dalam 
Pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta Ditinjau dari 
Hukum Jaminan di Indonesia. 
 1. Tinjauan Sertifikat Guru Berdasarkan Jenis Surat dalam KUHD 
 Kualitas suatu bangsa ditentukan dari kualitas pendidikan nasional 
bangsa tersebut. Para tenaga pendidik seperti guru dan dosen memiliki 
peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pendidikan 
nasional. Profesionalitas dalam mendidik diperlukan guna tercapainya 
efisiensi dan efektivitas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Pendidik yang 
dimaksudkan di sini adalah guru dan dosen.  
 Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, tentunya 
Pemerintah Indonesia memiliki keseriusan dan komitmen yang tinggi. Hal 
ini ditunjukkan pemerintah melalui salah satu langkah yang diambilnya 
untuk melakukan sertifikasi terhadap para pendidik. Sertifikasi dilakukan 
sebagai upaya pengakuan terhadap profesionalitas para pendidik. Sesuai 
Pasal 8 UU Guru dan Dosen yang mengamanatkan bahwa guru harus 
memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai 
agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, 
profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara 
formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik 
minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi 
pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi (Mucklas, 2006).
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 Setelah mengikuti program sertifikasi, guru akan mendapatkan sebuah 
sertifikat pendidik untuk guru dalam bentuk secarik kertas sebagai tanda 
atau keterangan bahwa guru yang namanya tertulis dalam surat tersebut 
diakui keprofesionalitasnya sebagai tenaga pendidik. Dengan mendapat 
sertifikat tersebut, akan lahir hak-hak baru bagi para guru salah satunya 
adalah hak mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah setara dengan 1 
(satu) kali gaji pokoknya. Dengan manfaat yang diperoleh, para guru saat 
ini saling berlomba-lomba untuk mengikuti program sertifikasi tersebut 
guna mendapatkan sertifikat pendidik. Maka dapat disimpulkan bahwa 
sertifikat pendidik, baik untuk guru maupun dosen, yang berbentuk surat 
tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya.  
 Untuk menelaah mengenai konstruksi hukum dari sertifikat guru yang 
berbentuk surat tersebut, perlu terlebih dahulu membedakan dua macam 
surat yang dikenal selama ini, yaitu: 
a. Surat berharga, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu waarde papier. 
Negara-negara Anglo Saxon pun mengenal surat berharga dengan 
istilah Negotiable Instrument. Pengertian surat berharga memang tidak 
terdapat secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Dagang, namun terdapat pengertian surat berharga menurut ahli, 
seperti pendapat Justice K.C Willis yang menyatakan surat berharga 
sebagai: 
“an instrument, the property in which is acquired by anyone 
who takes it bona fide, and for value, notwithstanding any 
defect of title in the person from whom he took it, from which it 
follows that an instrument cannot be negotiable unless it is 
such and in such a state that the true owner could transfer the 
contract or engagement contained therein by simple delivery of 
instrument" (Sristi Yadav, 2017: 251).  
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Dari pengertian di atas maka terdapat beberapa unsur yang terkandung 
dalam surat berharga seperti: (Sristi Yadav, 2017: 251) 
1) The instrument should be freely transferable. 
2) The person who takes it for value and in good faith is not affected 
by the defect in the title of the transferor. 
3) Such a person can sue upon the instrument in his own name. 
H.M.N Purwosutjipto memberikan pendapatnya mengenai surat 
berharga yaitu surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah 
diperjualbelikan, dengan penjelasan sebagai berikut: (H.M.N. 
Purwosutjipto, 2000 : 5) 
1) Surat bukti tuntutan utang  
 Surat yang dimaksud di sini adalah “akta”, sedang akta sendiri 
memiliki arti surat yang telah ditandatangani dan sengaja dibuat 
untuk digunakan sebagai alat bukti. Penandatangan akta itu terikat 
pada isi yang ada dalam akta itu, maka akta tersebut sebagai alat 
bukti adanya perikatan (utang) dari si penandatangan. Sedangkan 
yang dimaksud dengan utang di sini ialah perikatan yang harus 
ditunaikan oleh si penandatangan (debitur) dan pemegang akta 
(kreditor) memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atas perikatan 
tersebut. Tuntutan tersebut dapat berupa uang, misalnya cek, dapat 
berupa benda, misalnya konosemen dan dapat juga berupa tuntutan 
macam lain seperti carter partai. 
2) Pembawa hak 
 Hak di sini diartikan sebagai hak untuk menuntut sesuatu 
kepada debitur, dan hak tersebut melekat pada akta surat berharga 
sehingga seolah-olah menjadi satu atau senyawa. Artinya ketika 
akta tersebut hilang atau musnah maka hak menuntut yang melekat 
pada akta tersebut juga ikut hilang atau musnah. 
3) Mudah diperjualbelikan 
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 Sebuah akta akan mudah diperjualbelikan bila diberi bentuk 
“kepada pengganti” (aan order, to order) atau bentuk “kepada 
pembawa” (aan tooder, to bearer). Berdasarkan Pasal 613 Ayat 
(3) KUHPerdata surat berharga kepada pengganti dapat diserahkan 
kepada orang lain endosemen dan penyerahan fisik, sedangkan 
surat berharga kepada pembawa dapat diserahkan kepada orang 
lain melalui penyerahan fisik. 
b. Surat yang berharga atau bernilai, berasal dari bahasa Belanda yaitu 
papier van waarde, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai letter of 
value. H.M.N Purwosutjipto memberikan pendapatnya mengenai surat 
yang berharga yaitu sebagai surat bukti tuntutan utang yang sukar 
diperjualbelikan, dengan unsur yang terkandung didalamnya meliputi: 
(H.M.N. Purwosutjipto, 2000:6) 
1) Surat bukti tuntutan utang 
 Unsur pertama ini memiliki persamaan dengan unsur pertama 
dari surat berharga, namun hak untuk menuntut utang kepada 
debitur tersebut tidak melekat dengan aktanya, sehingga apabila 
akta tersebut hilang atau musnah, hak menuntut tidak turut hilang. 
Adanya hak menuntut utang dapat dibuktikan dengan alat bukti 
lain yaitu saksi, pengakuan debitur dan lain-lain. Apabila akta 
yang dimiliki hilang, maka pemegang akta surat yang berharga 
dapat meminta salinan akta asal dapat membuktikan tentang 
hilangnya akta tersebut  kepada debitur. 
2) Sukar diperjualbelikan 
 Surat yang berharga memang sengaja dibuat dalam bentuk 
sukar diperjualbelikan, bentuknya meliputi:  
a) Atas nama (op naam) 
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 Nama pemilik akta tersebut, yaitu kreditor, tertulis 
dengan jelas dalam akta, maka akibatnya adalah bila akta ini 
dipindahkan kepada orang lain harus melalui cessie.  
b) Tidak kepada pengganti (niet aan order) 
 Dalam Pasal 110 Ayat (2) dan Pasal 191 (2) KUHD 
menjelaskan bahwa ungkapan “tidak kepada pengganti” dapat 
dipindahtangankan melalui cessie yang menyebabkan akta 
tersebut sulit untuk diperalihkan. 
c) Bentuk lain 
 Pembuat atau penerbit akta tersebut memang bertujuan 
agar akta tersebut sukar atau tidak diperalihkan kepada orang 
lain. Akta ini dibuat sekedar untuk memudahkan debitur untuk 
mengenali kreditornya pada saat prestasi debitur dituntut oleh 
kreditor. Akta yang termasuk dalam bentuk ini meliputi karcis 
kereta api dan tanda retribusi parkir. Tanda bukti diri juga 
termasuk dalam bentuk lain, contohnya seperti sertifikat, SIM, 
KTP. 
 Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang mencolok dari keduanya 
terletak pada sifat kemudahan atau kesukaran dalam memperjualbelikan 
surat tersebut. Surat berharga memiliki sifat lebih mudah diperjualbelikan, 
sedangkan surat yang berharga memiliki sifat lebih sulit untuk 
diperjualbelikan. 
 Sertifikat guru yang diperoleh guru setelah lolos uji sertifikasi 
memiliki arti bagi guru yang namanya tercantum dalam sertifikat guru 
tersebut namun bagi orang lain sertifikat guru tersebut sama sekali tidak 
memiliki nilai. Apabila orang lain memegang sertifikat guru atas nama, 
orang tersebut tidak akan memperoleh hak atau keuntungan daripadanya. 
Hal ini menjadikan sertifikat guru sukar dipindahtangankan dan tidak dapat 
dijual ke orang lain, sehingga sertifikat guru tidak memenuhi salah satu 
		
31	
unsur surat berharga yang mudah untuk dipindahtangankan ataupun 
diperjualbelikan. Berbeda dengan cek yang termasuk dalam kategori surat 
berharga, cek dapat dipindahtangankan dan diperjualbelikan dengan mudah 
karena memang surat berharga bertujuan salah satunya sebagai alat 
pembayaran. 
 Hilang atau musnahnya sertifikat guru tidak menghilangkan hak untuk 
menuntut tunjangan profesi yang menjadi hak guru selama pemerintah 
mengakui bahwa guru tersebut telah terdaftar dan masih memenuhi syarat 
untuk menerima tunjangan profesi tersebut. Bila sertifikat tersebut hilang, 
guru dapat meminta salinan atau duplikat dari sertifikat guru yang dimiliki. 
Berdasarkan penuturan Ibu Dwi Rinawati selaku narasumber, guru masih 
memiliki hak menerima tunjangan asalkan data guru telah termuat dalam 
daftar guru penerima tunjangan sertifikasi yang dapat dilihat dengan 
mengakses sebuah aplikasi smartphone yaitu infoGTK. Melalui aplikasi 
infoGTK yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
guru dapat memperoleh informasi seputar verifikasi data GTK, data guru, 
status NUPTK, data kelulusan, tunjangan guru dan realisasi tunjangan.  
Pencairan tunjangan dilakukan dalam empat tahap selama setahun, atau per 
triwulan. Dasar pembayaran tunjangan profesi tersebut diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
(https://edukasi.kompas.com/read/2018/04/06/17070051/strategi-jitu-
kemendikbud-agar-guru-mendapat-tunjangan-profesi). Sehingga hak 
menuntut tunjangan profesi tidak melekat pada akta sertifikat guru yang 
bersangkutan. 
 Sertifikat guru sekedar dipergunakan untuk alat bukti adanya hak 
menagih, maka hubungan antara hak menagih dengan sertifikat tersebut 
tidak erat. Hubungan semacam ini menunjuk pada pengertian surat yang 
berharga. Berbeda dengan surat berharga dimana akta atau surat tersebut 
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berfungsi sebagai syarat adanya hak menagih sehingga hubungan antara 
hak menagih dengan akta atau surat tersebut sangat erat dan dapat 
dikatakan “senyawa”. 
 Dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh sertifikat guru seperti yang 
telah diuraikan di atas, maka sertifikat guru bila ditinjau dari jenis surat 
dalam KUHD bukan merupakan bagian dari surat berharga melainkan 
termasuk dalam kategori surat yang berharga atau bernilai. 
 
2. Tinjauan Sertifikat Guru Sebagai Benda 
 Mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan hukum jaminan dimulai dari 
melihat sesuatu itu sebagai sebuah “benda”. Benda sebagai objek dalam 
hukum memiliki pengaturan sendiri dalam KUHPerdata. Pengaturan 
mengenai semua hal yang terkait dengan benda diatur dalam Buku II 
Burgerlijk wet boek (BW). Mengenai pengertian, pembeda jenis benda, 
termasuk juga macam-macam hak kebendaan tercantum didalamnya.  
Pengaturan hukum mengenai benda dalam buku II BW bersifat tertutup, 
artinya bahwa tidak diperbolehkan untuk menciptakan hak kebendaan baru 
selain yang telah diatur di dalam undang-undang. Namun seiring dengan 
perkembangan zaman, sistem pengaturan tertutup tidak mutlak terlaksana.  
 Kata zaak (benda) yang digunakan dalam Pasal 499 KUHPerdata 
merupakan kata yang memiliki makna lebih luas dibandingkan kata goed 
(barang) (Riky Rustam, 2017 : 2). Pengertian dari benda tidak hanya 
mencakup barang berwujud (goed), namun pengertian benda dapat juga 
mengacu pada barang yang tidak berwujud, yaitu hak-hak tertentu yang 
dimiliki oleh seseorang. 
 Sertifikat guru secara fisik berwujud sebuah akta, namun didalamnya  
terkandung sebuah hak untuk menuntut sesuatu, yaitu tunjangan profesi 
dari seorang guru.  Hak yang terkandung di dalam sertifikat guru inilah 
yang dimaknai sebagai suatu benda oleh penulis dalam pembahasan ini. 
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Mengacu pada penggolongan benda bergerak dan tidak bergerak dalam 
KUHPerdata, benda bergerak karena ditentukan undang-undang sesuai 
Pasal 511 KUHPerdata salah satunya adalah perikatan dan tuntutan 
mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak. 
Maka dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa sertifikat guru yang 
mengandung hak untuk menuntut tunjangan profesi ini digolongkan 
sebagai benda bergerak. 
 Menurut Frieda Husni Hasbullah penggolongan benda menjadi benda 
bergerak dan benda tidak bergerak memiliki arti penting yang berkaitan 
dengan 4 (empat) hal yang meliputi penguasaan (bezit), penyerahan 
(levering), daluwarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring). Keempat 
hal tersebut dijelaskan sebagai berikut: (Frieda Husni Hasbullah, 2002 : 45-
48) 
a. Kedudukan berkuasa (bezit) 
Bezit atas benda bergerak berlaku sebagai titel yang sempurna berdasar 
Pasal 1977 KUHPerdata. Tidak demikian halnya bagi yang menguasai 
benda tidak bergerak, karena seseorang yang menguasai benda tidak 
bergerak belum tentu adalah pemilik benda tersebut. 
b. Penyerahan (levering) 
Berdasar Pasal 612 KUHPerdata, penyerahan benda bergerak dapat 
dilakukan dengan penyerahan nyata (feitelijke levering). Dengan 
sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus penyerahan 
yuridis (juridische levering). Sedangkan menurut Pasal 616 
KUHPerdata, penyerahan benda tidak bergerak dilakukan melalui 
pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan 
dalam Pasal 620 KUHPerdata antara lain membukukannya dalam 
register. 
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c. Pembebanan (bezwaring) 
Pembebanan terhadap benda bergerak berdasarkan Pasal 1150 
KUHPerdata harus dilakukan dengan gadai, sedangkan pembebanan 
terhadap benda tidak bergerak menurut Pasal 1162 KUHPerdata harus 
dilakukan dengan hipotik. Kemudian sejak berlakunya Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah, maka atas tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah hanya dapat 
dibebankan dengan hak tanggungan. Sedangkan untuk benda-benda 
bergerak juga dapat dijaminkan dengan fidusia menurut UU Fidusia. 
d. Daluwarsa (verjaring) 
Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab penguasa 
benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut. 
Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut 
Pasal 610 KUHPerdata, hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh 
karena daluwarsa 
 Meninjau arti penting penggolongan benda bergerak dan tidak 
bergerak menurut Frieda Husni Hasbullah, sertifikat guru memiliki 
karakteristik khusus yaitu bahwa mengenai kedudukan berkuasa (bezit) 
dalam Pasal 1977 KUHPerdata tidak diberlakukan terhadapnya. Hal ini 
dikarenakan hak yang timbul dari kepemilikan sertifikat guru hanya lahir 
dan berlaku bagi pemilik sertifikat guru yang namanya tercantum 
didalamnya, sehingga walaupun sertifikat guru dipegang oleh orang lain, 
orang lain tidak memiliki penguasaan terhadapnya.  
 Dalam Pasal 612 KUHPdt mengenai penyerahan atau levering tersebut 
terdapat pengecualian terhadap benda bergerak tidak bertubuh. Bahwa 
dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 613 KUHPerdata mengenai penyerahan 
piutang-piutang atas nama dan benda bergerak tidak bertubuh lainnya 
dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan 
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yang berisikan mengenai pelimpahan hak-hak atas barang-barang itu 
kepada orang lain.  
 Mengenai pembebanan terhadap sertifikat guru sebagai benda 
bergerak, tidak dapat dibebankan gadai maupun fidusia. Baik pada gadai 
maupun fidusia, pembebanan dilakukan pada benda bergerak yang dapat 
dipindahtangankan maupun diperjualbelikan, sehingga sertifikat guru 
dengan sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, maka tidak dapat 
dibebankan gadai ataupun fidusia.  
 Penggolongan benda selain daripada di atas, terdapat penggolongan 
berdasar Pasal 503 KUHPerdata menjadi benda bertubuh/berwujud dan 
benda tidak bertubuh/tidak berwujud. Benda berwujud merupakan benda 
yang dapat dirasakan secara nyata dengan panca indera sedangkan benda 
tidak berwujud tidak dijelaskan secara perinci dalam Pasal 503 
KUHPerdata, namun menurut Riduan Syahrani benda tidak berwujud dapat 
artikan sebagai hak yang dilekatkan pada sebuah benda tertentu yang 
memiliki wujud (Riduan Syahrani, 1989 : 116). Penggolongan ini 
mengarah kepada suatu akibat yaitu adanya perbedaan dalam menyerahan 
benda tersebut, yaitu: (Riky Rustam, 2017 : 4-6) 
a. Benda berwujud 
Penyerahan benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak 
dan piutang atas bawa dilakukan dengan menyerahkan secara nyata 
benda atau surat utang tersebut, yaitu dengan dilakukannya peralihan 
secara fisik benda, atau dengan penyerahan kunci jika benda-benda 
tersebut berada dalam suatu gudang. 
b. Benda tidak berwujud  
Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai 
benda bergerak berupa piutang atas nama dan benda-benda tidak 
bertubuh lainnya dilakukan dengan cara cessie yaitu dengan membuat 
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suatu akta tertentu baik berupa akta otentik maupun akta di bawah 
tangan. 
 Bahwa hak untuk mendapatkan tunjangan profesi ini diletakkan pada 
sebuah benda berwujud yang dapat secara nyata dipegang oleh panca 
indera yaitu sebuah surat atau akta. Hal ini menuju pada sebuah simpulan 
bahwa sertifikat guru merupakan benda tidak berwujud yang 
penyerahannya dilakukan dengan cessie. Dalam hal penyerahan sertifikat 
guru, penulis mendapati sebuah kesenjangan antara teori dan praktik bahwa  
berdasarkan keterangan dari Ibu Siti Umi Salamah penyerahan sertifikat 
guru dari nasabah kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta, tidak 
dilakukan melalui cessie. Penyerahan sertifikat guru dari nasabah kepada 
BPR Syariah Dana Mulia Surakarta hanya disertai dengan berita acara 
serah terima objek agunan, sebagaimana terdapat dalam lampiran 3. 
 
3. Tinjauan Sertifikat Guru dari Hukum Jaminan 
 Jaminan menurut bentuk golongannya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 
jaminan umum yang beralaskan pada Pasal 1131 KUHPerdata dan jaminan 
khusus yang beralaskan pada Pasal 1132 KUHPerdata dipertegas dengan 
Pasal 1133 dan 1134 KUHPerdata. Fungsi dari sebuah jaminan hakikinya 
adalah untuk melindungi kepentingan kreditor, yaitu untuk memberikan 
kepastian hukum kepada kreditor bahwa debitur akan mengembalikan dana 
yang telah diterimanya dari kreditor sesuai dengan perjanjian. Ketika 
debitur tidak mampu membayar dana yang diperolehnya dari kreditor, 
maka kreditor dapat memaksakan pembayaran atas piutangnya dengan cara 
melakukan eksekusi jaminan yang telah diperjanjikan oleh debitur. Dengan 
adanya jaminan, kedudukan kreditor menjadi lebih kuat, dikarenakan 
dengan adanya perjanjian jaminan. 
 Jaminan umum diletakkan secara umum terhadap setiap barang 
bergerak maupun tidak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun 
		
37	
yang akan ada, sehingga tidak melahirkan hak mendahului bagi kreditor. 
Kekurangan dari jaminan umum tersebut disempurnakan dengan adanya 
jaminan khusus yang memberikan kreditor hak preference, yaitu hak untuk 
didahulukan atas pembayaran piutangnya. 
 Dikarenakan fungsi jaminan sebagai pelindung kepentingan kreditor 
maka benda yang dapat dijadikan jaminan yang baik (ideal) adalah: 
(Mantayborbir, 2006 : 38) 
a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh 
pihak yang memerlukannya. 
b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk 
melakukan (meneruskan) kegiatan usahanya. 
c. Yang memberikan kepastian kepada pemberi kredit, dalam arti 
bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, 
yaitu bila perlu dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi 
hutangnya penerima (pengambil) kredit. 
 Suatu jaminan utang yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, 
yaitu: (Munir Fuadi, 2013 : 4) 
a. Mudah dan cepat dalam proses pengikatan jaminan; 
b. jaminan utang tidak menempatkan kreditornya untuk bersengketa; 
c. harga barang jaminan tersebut mudah dinilai; 
d. nilai jaminan tersebut dapat meningkat, atau setidak-tidaknya 
stabil; 
e. jaminan utang tidak membebankan kewajiban-kewajiban tertentu 
bagi kreditornya; 
f. ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi 
dengan model pengeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan 
tidak memerlukan bantuan debitur. 
 Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah 
untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk 
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pembayaran utang debitur berdasarkan perjanjian yang dibuat (Sutarno, 
2003 : 142). Penulis menyimpulkan bahwa sebuah benda yang dapat 
dijadikan sebagai jaminan adalah benda yang dapat dinilai dengan uang 
yang ditujukan untuk mempermudah eksekusi ketika debitur tidak 
mengembalikan dana yang dipinjam, sehingga sertifikat guru yang tertulis 
sebagai agunan dalam akad pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta, berdasarkan uraian di atas, maka sertifikat guru tidak memenuhi 
unsur sebagai benda jaminan, baik jaminan kebendaan maupun jaminan 
perorangan.  
 J. satrio menyebutkan bahwa ciri-ciri jaminan kebendaan meliputi : 
a. mempunyai hubungan langsung atas bendanya 
b. dapat dipertahankan kepada siapapun 
c. selalu mengikuti bendanya 
d. yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi 
e. dapat diperalihkan kepada orang lain. 
Sertifikat guru yang diagunkan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta tidak 
seluruh karakteristiknya memenuhi ciri-ciri sebagai jaminan kebendaan, hal 
ini nampak bahwa sertifikat guru tidak dapat diperalihan kepada orang lain 
karena tidak memiliki nilai ekonomis bagi orang lain.  
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menjelaskan bahwa jaminan yang 
bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung 
pada perorangan tertentu yang hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 
tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya (Sri Soedewi 
Masjchoen Sofwan, 2011 : 47). Jaminan perorangan dapat berupa jaminan 
penanggungan (borgtocht), garansi bank (bank guarantee), dan jaminan 
perusahaan (corporate guarantee) yang mana dapat disimpulkan dari 
ketiganya bahwa dalam sebuah jaminan perorangan terdapat pihak ketiga 
yang mengikatkan dirinya untuk melunasi sejumlah dana yang dipinjam 
oleh pihak si berutang. Dalam perjanjian pembiayaan dengan agunan 
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sertifikat guru, pihak yang terlibat hanya dari BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta dan nasabah, tidak terdapat pihak ketiga yang mengikatkan 
dirinya untuk melunasi pinjaman nasabah kepada BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta. Penandatangan dalam akta sertifikat guru tersebut dalam 
memberikan tanda tangan pun tidak bermaksud mengikatkan diri sebagai 
penjamin dari guru yang menjadi nasabah di BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta. 
 Mengutip pernyataan J. Satrio dalam buku Hukum Jaminan, Hak-Hak 
Jaminan Kebendaan yang menyatakan bahwa seiring dengan 
perkembangan zaman, melihat dalam praktik maka muncul satu pembagian 
jaminan lain yang tidak memiliki sifat jaminan kebendaan maupun jaminan 
peorangan. Termasuk didalamnya yaitu jaminan dalam wujud ijazah, surat 
pensiun, dan lain-lain, sehingga sertifikat guru dapat dikatakan masuk ke 
dalam jenis jaminan lain menurut J. Satrio. 
 Sertifikat guru tidak memenuhi unsur sebagai benda jaminan karena 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. Sertifikat guru merupakan bukti pengakuan atas profesional 
seorang guru yang didapat melalui sebuah proses sertifikasi. 
Sertifikat guru yang diperoleh merupakan surat yang berharga, 
bukan merupakan surat berharga sehingga tidak bersifat 
marketable. 
b. Hak yang lahir dari sertifikat guru hanya diperuntukkan bagi guru 
yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Hak untuk 
menikmati tunjangan profesi tidak dapat beralih dan hak tersebut 
hanya dapat lenyap apabila guru yang bersangkutan meninggal 
dunia, statusnya sebagai tenaga pendidik dicabut karena 
pelanggaran disiplin, dan guru tersebut telah pensiun (hasil 
wawancara dengan penulis dengan narasumber 3, Bapak Suliyo). 
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Ketika sertifikat guru diserahkan kepada BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta sebagai agunan, hak mendapatkan tunjangan profesi 
tetap tertuju pada guru yang namanya tercantum dalam sertifikat 
guru. 
c. Sertifikat guru tidak memiliki nilai ekonomis yang dapat 
diuangkan menjadi rupiah. BPR Syariah Dana Mulia Surakarta 
sebagai pemberi kredit menyadari hal tersebut, sehingga ketika 
nasabah tidak mengembalikan dana yang dipinjamnya, eksekusi-- 
dalam hal ini dilakukan penjualan maupun pelelangan, terhadap 
sertikat guru tidak dapat dilakukan layaknya eksekusi pada jenis 
jaminan yang lain seperti fidusia. 
 Mengetahui bahwa sertifikat guru memiliki kelemahan yaitu sukar 
bahkan tidak dapat diperjualbelikan seperti agunan pada umumnya, namun 
BPR Syariah Dana Mulia Surakarta menyatakan bahwa yang terpenting 
adalah bagaimana dana yang dipinjamkannya dapat kembali, walaupun cara 
eksekusinya berbeda dari eksekusi jaminan lain. 
 
B. Dasar Pemberian Pembiayaan dengan Agunan Sertifikat Guru dan 
Hambatan yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya di BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta. 
1. Dasar Pemberian Pembiayaan dengan Agunan Sertifikat Guru di BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta  
 Hasil penelitian penulis sebelumnya menyimpulkan sertifikat guru 
sebagai benda yang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak memenuhi 
karakteristik dari sebuah benda yang dapat dijaminankan, namun hal ini 
senjang dengan fakta dalam praktik bahwa penggunaan sertifikat guru 
sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan sangat efektif. Berdasar 
hasil wawancara penulis dengan Ibu Siti Umi Salamah selaku legal admin 
di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta, menyatakan hingga bulan Januari 
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2019 terdapat 500 (lima ratus) nasabah yang telah menjaminkan sertifikat 
pendidiknya guna mendapat pembiayaan.  
 Pembiayaan yang kerap kali digunakan oleh nasabah di BPR Syariah 
Dana Mulia Surakarta adalah pembiayaan akad murabahah dengan 
keuntungan atau margin dan ijarah multijasa dengan imbal jasa berupa 
ujrah. Pembiayaan murabahah cenderung untuk pembiayaan konsumtif, 
investasi dan modal kerja yang umumnya digunakan nasabah untuk 
membeli kendaraan (motor dan mobil) dan renovasi rumah, sedangkan 
pembiayaan dengan akad ijarah multijasa digunakan untuk transaksi sewa-
menyewa maupun penggunaan jasa seperti pembiayaan guna pernikahan, 
pendidikan anak, hingga pembiayaan untuk pengobatan.  
 Pihak BPR Syariah Dana Mulia Surakarta mengetahui bahwa salah 
satu benda yang dijadikan sebagai agunan dalam akadnya adalah benda 
yang tidak memiliki nilai ekonomis dan proses eksekusinya tidak seperti 
benda jaminan lain. Menyadari akan kelemahan dari penjaminan sertifikat 
guru tersebut, maka pihak BPR Syariah Dana Mulia Surakarta perlu 
memiliki dasar yang kuat dan meyakinkan untuk melakukan pencairan 
dana yang akan dipinjamkan pada nasabahnya. Dasar ini pula yang 
diyakini pihak BPR Syariah Dana Mulia Surakarta untuk mencegah 
kerugian yang mungkin terjadi apabila nasabah lalai akan kewajibannya. 
Menilik UU Perbankan Syariah, pengertian mengenai jaminan tidak 
ditemukan melainkan yang ditemukan ialah istilah “agunan”. Dalam dunia 
perbankan, jaminan dikenal dengan istilah “agunan” (Riky Rustam, 2017 : 
42).	 
 Pasal 1 angka (26) UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa agunan 
adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah 
dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima 
Fasilitas. Dari pengertian tersebut yang disebut agunan adalah jaminan 
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tambahan, maka menurut Wangsawidjaja secara a contrario jika ada 
jaminan tambahan, tentu terdapat jaminan pokok.  
 Melihat terminologi hukum yang ada UU Perbankan Syariah, jaminan 
pokok pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas. Namun jika merujuk 
pada istilah jaminan atau agunan dalam praktik perbankan yang dikemukan 
oleh A. Wangsawidjaja, bahwa istilah ini muncul dari SK No. 
23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian 
Kredit dan SE No. 23/6/UKU tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan 
Pemberian Kredit (Ifa Latifa Fitriani. 2016 : 137). Pasal 1 huruf b dan c SK 
Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR yang menyebutkan bahwa: 
(Wangsawidjaja, 2012 : 286) 
a. Jaminan pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan 
debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. 
b. Agunan adalah jaminan material, surat berharga, garansi risiko yang 
disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu 
kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang 
diperjanjikan 
 Pemberian kredit dalam dunia perbankan konvensional dapat disetarakan 
dengan pemberian pembiayaan dalam perbankan syariah, karena dalam UU 
Perbankan Syariah pada dasarnya tidak menggunakan istilah kredit 
sebagaimana yang digunakan UU Perbankan, tetapi menggunakan istilah 
pembiayaan sebagai padanan kata kredit dalam sistem lembaga keuangan 
syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pengertian 
yang sama, hanya saja penggunaan katanya yang berbeda.  
 Disebutkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Perbankan Syariah bahwa 
Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan 
dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh 
kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS 
menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. 
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 Selain daripada ketentuan di atas yang mengarah pada adanya suatu 
keyakinan dalam pemberian pembiayaan, terdapat pula pendapat dari 
beberapa penulis yang mengemukakan bahwa hubungan antara bank dan 
nasabah harus terjalin berdasar pada prinsip saling percaya.  
 The bank also has particular function in society as a part of trusted 
monetary system, thus, a bank-customer relationship is based on the 
principle of trust (Ronny Sautma Hotma Bako: 1995). 
 In a syariah contract, it is based on amanah principle. Amanah is a 
form of good faith from each of the parties to organize an aqad/contract. it 
may be defined as entrusting another party to make cooperation (Trisadini 
P. Usanti: 2013). 
 Berdasarkan ketentuan dan penjelasan di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dasar pemberian pembiayaan oleh BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta kepada nasabahnya dengan jaminan sertifikat guru 
didasarkan pada adanya kepercayaan dan keyakinan kepada nasabah. Hal 
ini diperkuat dengan pernyataan Ibu Siti Umi Salamah dalam wawancara 
penulis, bahwa dalam pemberian pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan pada nasabah.  
 Kepercayaan dan keyakinan tersebut didapatkan melalui penilaian 
yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek 
usaha dari calon nasabah. Pada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta, proses 
penilaian ini dilakukan setelah nasabah mengajukan permohonan 
pembiayaan dengan sertifikat guru dengan syarat-syarat yang sudah 
dipenuhi sebelumnya, seperti yang terdapat dalam lampiran 4. Setelahnya 
oleh tim bagian analisa pembiayaan dilakukan survey terhadap nasabah dan 
hasil survey tersebut menjadi pembahasan dalam rapat komite dengan 
pimpinan BPR Syariah Dana Mulia Surakarta guna menentukan 
persetujuan pemberian pembiayaan. 
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 Mengenai eksekusi jaminan sertifikasi guru, hal yang diutamakan 
adalah bagaimana dana yang dipinjamkan pada nasabah tersebut dapat 
kembali kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta. Mengenai 
eksekusinya memang berbeda dengan eksekusi pada benda jaminan pada 
umumnya seperti fidusia ataupun hak tanggungan. Sertifikat guru tidak 
dapat dilelang dan tidak dapat diperjualbelikan mengingat bahwa sertifikat 
guru tidak memenuhi syarat benda yang dapat dijaminkan. Proses eksekusi 
agar BPR Syariah Dana Mulia Surakarta mendapat pengembalian dana 
yang dipinjam oleh nasabah dilakukan dengan cara pemotongan langsung 
sejumlah uang dari tunjangan profesi yang diperoleh nasabah. Bahwa BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta pada saat terjadi akad selain menerima 
sertifikat guru, pihak bank juga menerima buku tabungan dan kartu ATM 
(Automatic Teller Machine) milik nasabah penerima tunjangan profesi 
guru. Pada akad pembiayaan baik murabahah maupun akad ijarah 
multijasa, tertulis hitam di atas putih bahwa yang dijadikan jaminan adalah 
sertifikat pendidik. Namun sumber pengembalian dana berasal dari 
tabungan nasabah yang mendapat tunjangan profesi yang turun dalam 4 
(empat) periode pertahun. 
 BPR Syariah Dana Mulia Surakarta diberi kewenangan oleh nasabah 
untuk membuka dan mengambil uang sebesar nominal yang sudah 
diperjanjikan diawal dari rekening nasabah. Mengingat bahwa rekening 
dan pin ATM bersifat pribadi dan tidak untuk diberitahukan kepada pihak 
lain, maka dalam hal ini nasabah yang menjaminkan sertifikat gurunya 
memberikan surat kuasa kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta untuk 
melakukan penarikan uang dalam rekening tabungannya setiap periode 
tunjangan profesi turun, seperti terdapat dalam lampiran 5. 
 Melalui hal ini dapat dilihat bahwa prinsip saling percaya diperlukan 
sebagai dasar dalam pemberian pembiayaan di perbankan syariah. Prinsip 
keyakinan dan kepercayaan tidak hanya dari bank kepada nasabah namun 
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secara timbal balik dari nasabah kepada bank. Ketika bank mendapat 
kepercayaan dari nasabahnya, maka dana dari nasabah yang masuk ke 
dalam bank dapat diputar untuk melaksanakan fungsi bank yang lain, yaitu 
untuk menyalurkan dana kembali ke masyarakat. 
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan dengan Jaminan Sertifikat Guru 
di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta 
 Sejak diresmikan sebagai bank pembiayaan rakyat syariah pertama di 
wilayah Eks-Karisidenan Surakarta pada tahun 2008, BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta sudah 2 tahun belakangan ini menerima pembiayaan 
talangan dengan agunan sertifikat guru. Banyak guru dari luar daerah 
Surakarta yang datang untuk memanfaatkan tunjangan profesinya untuk 
memperoleh pembiayaan, seperti narasumber dalam penelitian ini yaitu Ibu 
Dwi Rinawati dari Klaten dan Bapak Suliyo dari Wonogiri. 
 Dengan kelemahan yang dimiliki oleh jenis agunan tersebut BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta telah berupaya dalam pemberian 
pembiayaannya didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan, selain itu 
sebelum permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah diterima, telah 
dilakukan analisis pemberian pembiayaan. Analisis pembiayaan yang 
dilakukan oleh tim bagian analisa pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah, 
meminimalisir risiko akibat tidak dikembalikannya dana pembiayaan, dan 
menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. 
 Analisis pembiayaan dalam perbankan syariah didasarkan pada Pasal 
23 Ayat (2) UU Perbankan Syariah yang secara umum dikenal sebagai 
analisis kredit dengan prinsip 5C (The Five C’s Principles of Credit 
Analysis). Adapun prinsip 5C meliputi yaitu: (Trisadini Prasastinah Usanti 
dan Prawitra Thalib, 2016 : 311)  
a. Character artinya sifat atau karakter nasabah pengambil 
pembiayaan.  
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b. Capacity artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha 
dan mengembalikan pembiayaan yang diambil.  
c. Capital artinya besarnya modal yang diperlukan pembiayaan.  
d. Collateral artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan 
nasabah pembiayaan kepada bank.  
e. Condition artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak. 
 BPR Syariah Dana Mulia Surakarta walaupun telah melakukan 
analisis pemberian pembiayaan dengan prinsip 5C dan menanamkan 
keyakinan serta kepercayaan terhadap nasabah, tidak menutup 
kemungkinan dalam praktik mengalami hambatan dalam pelaksanaan. 
Hambatan dalam pelaksanaan yang dihadapi kerap kali timbul dari nasabah 
yang demi kepentingannya sendiri melakukan hal-hal  yang tidak sesuai 
dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam akad. 
 Penilaian akan karakter dari seorang nasabah akan menentukan BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta memberikan pencairan pembiayaan. Dalam 
hal BPR Syariah Dana Mulia Surakarta telah melakukan analisa terhadap 
nasabahnya dan memiliki keyakinan bahwa nasabahnya memiliki karakter 
yang baik, namun dalam keadaan terdesak tertentu itikad nasabah dapat 
berubah menjadi tidak baik. Hambatan pertama, pada praktik di lapangan 
terdapat nasabah yang secara sengaja mengalihkan tunjangan profesi yang 
seharusnya dijadikan sumber pelunasan atas dana yang dipinjamnya di 
BPR Syariah Dana Mulia Surakarta ke rekening yang berbeda. Nasabah 
membuka rekening baru dan mengalihkan tunjangan profesinya ke 
rekening yang baru. Sementara rekening lama nasabah yang diberikan 
kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta tidak lagi menerima tunjangan 
profesi, sehingga BPR Syariah Dana Mulia Surakarta tidak mendapat 
angsuran pelunasan dari nasabah atas dana yang telah diberikannya. 
Kendala tersebut oleh BPR Syariah Dana Mulia Surakarta di atasi dengan 
memanggil nasabah yang bersangkutan untuk kemudian nasabah 
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melakukan verifikasi. Hingga sejauh ini atas hambatan pertama tersebut, 
BPR Syariah Dana Mulia Surakarta belum pernah sampai mengambil jalur 
hukum.  
 Hambatan kedua dalam pembiayaan dengan agunan sertifikat guru 
yang mungkin terjadi yaitu apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan 
tersebut sudah tidak menerima tunjangan profesi lagi dikarenakan 
diberhentikan dari jabatannya. Berdasarkan penuturan Bapak Suliyo selaku 
narasumber, guru tidak lagi menerima tunjangan profesi ketika guru yang 
bersangkutan dicabut haknya karena pelanggaran disiplin dan dapat juga 
dikarenakan guru tersebut meninggal dunia, penuturan ini sesuai Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa 
guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena: 
a. meninggal dunia; 
b. mencapai batas usia pensiun; 
c. atas permintaan sendiri; 
d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan 
tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau 
e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara 
guru dan penyelenggara pendidikan. 
Selain itu guru juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan 
sebagai guru karena: 
a. melanggar sumpah dan janji jabatan; 
b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau 
c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) 
bulan atau lebih secara terus-menerus. 
 Adanya hambatan tersebut menyebabkan tidak terbayarnya angsuran 
dari nasabah kepada pihak bank, sehingga untuk mengantisipasi kejadian 
tersebut dalam akadnya nasabah juga mengikatkan diri untuk mengikuti 
asuransi jiwa selama perjanjian pembiayaan berlangsung. Sesuai Pasal 13 
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akad pembiayaan antara pihak nasabah dan bank, maka BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta telah menunjuk PT Asuransi Jiwa BRingin Jiwa Sejahtera 
sebagai penanggung dari utang nasabah apabila terjadi hambatan yang 
tidak diinginkan di atas dan biaya asuransi tersebut telah dipotong dimuka 
terlebih dahulu oleh pihak BPR Syariah Dana Mulia Surakarta bersamaan 
dengan biaya-biaya lain meliputi biaya administrasi, biaya meterai, biaya 
survei dan biaya legalisasi oleh notaris, seperti terdapat dalam lampiran 6. 
 Kedua hambatan pembiayaan di atas cenderung berasal dari pihak 
nasabah, namun terdapat hambatan lain yang sering dihadapi oleh BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta dalam pelaksanaan pembiayaan dengan 
agunan sertifikat guru. Hambatan ketiga yang dihadapi BPR Syariah Dana 
Mulia Surakarta adalah tunjangan profesi nasabah tidak turun tepat waktu 
sehingga angsuran nasabah tidak terbayar tepat waktu yang berpengaruh 
pada perputaran uang di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dan tingkat 
kesehatan bank.  
 Umumnya tunjangan profesi guru yang dijadikan sumber pembayaran 
angsuran nasabah turun dalam 4 (empat) periode per tahun setiap 3 (tiga) 
bulan sekali sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yaitu pada bulan 
Maret, Juni, September, November. Pada hambatan ini, menurut penuturan 
Ibu Siti Umi Salamah pemerintah terlambat untuk memberikan tunjangan 
profesi kepada guru sehingga tunjangan profesi periode pertama turun pada 
bulan April hingga Mei. 
 Menurut penjelasan dari Ibu Siti Umi Salamah terlambatnya tunjangan 
profesi dicairkan karena guru yang menjadi nasabah pada BPR Syariah 
Dana Mulia Surakarta kurang memperhatikan jumlah jam mengajarnya, 
sehingga tunjangan profesi tidak dapat dibayarkan. Penyebab kedua yaitu 
pemberkasan yang dilakukan instansi pengelola keuangan di daerah sesuai 
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dengan kenyataan di lapangan. Hal ini berdampak pada lamanya proses 
validasi sebelum proses pembayaran dikarenakan waktu validasi dan waktu 
pengumpulan berkas guru yang akan divalidasi. Selain daripada itu 
Pelaporan pertanggungjawaban keuangan ke Kementerian Keuangan juga 
menjadi faktor penyebab tersendatnya pencairan tunjangan. Salah satu 
syarat Kementerian Keuangan supaya dana transfer daerah per triwulan 
lancar adalah pelaporan penggunaan dana transfer daerah tahun 
sebelumnya. Jika kabupaten atau kota belum melakukan rekonsiliasi 
dengan Kementerian Keuangan, maka dana transfer ke kas daerah masing-
masing kabupaten atau kota tertahan sampai laporan pertanggungjawaban 
penggunaan dana transfer tahun sebelumnya dilaporkan 
(https://nasional.tempo.co/read/1080141/di-balik-tersendatnya-pencairan-
tunjangan-profesi-guru/full&view=ok, diakses pada Senin, 21 Januari 2019 
pukul 21:31).  
 Hambatan tersebut akan memengaruhi kinerja bank dan arus dana 
dalam bank, maka dari itu BPR Syariah Dana Mulia Surakarta mencari cara 
yang sehingga angsuran dari nasabah tersebut tetap terbayar tepat waktu. 
Cara yang digunakan oleh BPR Syariah Dana Mulia Surakarta untuk 
mengatasi hambatan terlambat cairnya tunjangan profesi guru adalah 
dengan memotong angsuran awal tahun langsung untuk 4 bulan. Biasanya 
tunjangan profesi di awal tahun dipotong untuk membayar angsuran bulan 
Januari, Februari dan Maret. Namun dengan adanya kemungkinan bahwa 
tunjangan profesi akan terlambat turun di triwulan pertama, maka BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta memotong tunjangan profesi untuk 4 bulan 
angsuran hingga bulan April.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dan 
pembahasan yang telah dikaji, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Konstruksi hukum sertifikat guru yang dijadikan sebagai agunan dalam 
pembiayaan di BPR Syariah Dana Mulia Surakarta ditinjau dari hukum 
jaminan di Indonesia, yaitu bahwa sertifikat guru termasuk dalam 
golongan surat yang berharga dan merupakan benda bergerak tidak 
berwujud yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah benda yang 
dapat dijaminkan atau diagunkan, akan tetapi sertifikat guru tersebut tetap 
diterima dengan dasar kepercayaan dan keyakinan terhadap nasabah, yang 
eksekusinya dilakukan dengan cara pemotongan saldo dalam buku 
tabungan nasabah.  
2. Dasar pemberian pembiayaan dengan agunan sertifikat guru di BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta adalah unsur kepercayaan dan keyakinan 
dari bank kepada setiap nasabahnya dan juga sebaliknya. Sedangkan 
hambatan yang dialami BPR Syariah Dana Mulia Surakarta dalam 
pelaksanaan pembiayaan selama ini yaitu: 
a. Pertama, kenakalan nasabah yang mengalihkan tunjangan profesi guru 
ke rekening yang baru sehingga bank tidak dapat memperoleh 
pembayaran atas angsuran pembiayaan.  
b. Kedua, ketika nasabah yang menjaminkan sertifikat gurunya sudah 
tidak lagi menerima tunjangan profesi dikarenakan dicabut haknya 
atau karena nasabah tersebut meninggal dunia.  
c. Ketiga, terlambatnya tunjangan profesi yang diterima guru, sehingga 
terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang juga akan 
memengaruhi arus keuangan dalam BPR Syariah Dana Mulia 
Surakarta. 
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B. Saran  
1. Kepada BPR Syariah Dana Mulia Surakarta: 
a. Pertama, agar sertifikat guru yang dijadikan sebagai agunan dalam 
penyerahannya disertai dengan cessie  dikarenakan sertifikat guru 
merupakan surat yang berharga, dengan harapan ada kesesuaian antara 
teori dengan praktik.  
b. Kedua, untuk menjadi perhatian bahwa selama ini di BPR Syariah 
Dana Mulia Surakarta perjanjian jaminan termuat dalam perjanjian atau 
akad pembiayaan. Hal ini  perlu adanya pemisahan antara perjanjian 
pokok—yaitu perjanjian atau akad pembiayaan, dengan perjanjian 
jaminan. Hal ini dikarenakan perjanjian jaminan bersifat accesoir atau 
tambahan, perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian 
pokok.  
c. Ketiga, agar BPR Syariah Dana Mulia Surakarta lebih teliti dan hati-
hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah agar hambatan 
yang pertama tidak dialami lagi.  
2. Kepada Nasabah BPR Syariah Dana Mulia Surakarta yang menjaminkan 
sertifikat guru sebagai agunan dalam pembiayaan agar terus 
memperhatikan kinerjanya sebagai guru dan memastikan terpenuhinya 
syarat-syarat agar tunjangan profesi yang menjadi haknya dapat turun 
tepat waktu tanpa ada halangan sehingga pembayaran angsuran di BPR 
Syariah Dana Mulia Surakarta dapat terbayar tepat waktu sesuai dengan 
perjanjian. 
3. Kepada pemerintah khususnya lembaga legisatif yang memegang fungsi 
sebagai lembaga pembentuk undang-undang, dengan melejit dan semakin 
efektifnya fenomena penggunaan sertifikat pendidik yang bukan 
merupakan golongan surat berharga dan tidak memenuhi syarat benda 
jaminan pada umumnya namun dapat  dijaminkan atau diagunkan kepada 
bank untuk kredit atau pembiayaan maka pemerintah hendaknya segera 
		
52	
membentuk wadah untuk jenis jaminan istimewa ini dengan membentuk 
suatu peraturan. Diharapkan dengan adanya peraturan yang dapat 
mewadahi penggunaan surat yang berharga sebagai jaminan, akan 
melahirkan kepastian hukum bagi pihak yang terkait.  
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